informasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, khususnya akses
terbatas terhadap DTKS, guna mendukung pengawasan yang objektif

dan berbasis bukti.

. DPRD perlu membangun mekanisme koordinasi rutin berkala dengan
Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Bank DKI untuk mempercepat
pertukaran data, menindaklanjuti rekomendasi pengawasan, serta
menyelesaikan persoalan teknis seperti keterlambatan pencairan dan

ketidaktepatan sasaran bantuan.

. DPRD disarankan memperluas kanal pengaduan masyarakat berbasis
digital yang terintegrasi dengan sistem pengawasan DPRD,
meningkatkan literasi masyarakat terkait KJP Plus, serta mendorong
pengembangan sistem pelaporan penggunaan dana berbasis digital agar

pengawasan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
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